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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi dan perdagangan bebas merupakan suatu 

perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika yang 

memperbesar arus ruang gerak suatu transaksi barang dan jasa, 

yang dapat melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Sehingga 

barang dan jasa yang ditawarkan dapat bervariasi baik dari 

produk luar negeri maupun produk dalam negeri.  

Pada zaman yang modern ini, masyarakat dihadapkan 

berbagai masalah dalam kegiatan ekonomi apalagi dimasa 

pandemi Covid-19 saat ini. Akibatnya banyak menimbulkan 

dampak dan perubahan dunia, dimulai dari sektor kesehatan, 

hingga meranjak ke sektor lain yang terkena imbasnya. Dalam 

hal itu untuk mendapatkan hidup yang lebih layak manusia 

membutuhkan orang lain dalam menjalani berbagai persoalan 

hidup untuk memenuhi kebutuhan antara satu dengan yang lain. 

Disituasi dan kondisi pada masa pandemi manusia membutuhkan 

beraneka ragam barang dan jasa yang tidak dapat diusahakan 
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sendiri untuk keperluan masing-masing. Dibeli berarti harus 

membayar berapa mahal harga barang itu. Dengan hal itu 

terjadilah hubungan timbal balik antar manusia yang disebut 

produsen sebagai pelaku usaha dan konsumen pihak lainnya. 

Tentunya Produsen menjadi penghasil atau penyedia kebutuhan 

hidup dan konsumen yang mengkonsumsi atau mempergunakan 

barang dan jasanya.   

    Pada awal tahun 2020, hampir di seluruh penjuru dunia 

dihebohkan  dengan penyakit menular yang dinamakan 

Coronavirus disease (Covid-19). Awal diketahui munculnya 

virus tersebut di kota Wuhan Tiongkok pada akhir Desember 

tahun 2019. Untuk meminimalisir penyebaran corona virus 

(SARS-CoV-2). Pemerintah China melakukan Lockdown dengan 

melakukan segala aktifitas di rumah mulai dari kerjaan, sekolah, 

hingga larangan bepergian ke luar negeri.
1
 

    Di wilayah Indonesia sendiri telah diidentifikasi 

munculnya keberadaan virus corona sejak bulan maret 2020. 

                                                             
1
Yuliana, “Corona Virus Diseases Covid-19” :  Jurnal Wellness And 

Healthy Magazine,  Vol. 2,  No. 1 (February 2020)  Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung, h. 188.  
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Untuk meminimalisir penularan virus tersebut pemerintah 

melakukan berbagai strategi yang diterapkan dalam menangani 

kasus penularan Covid-19 dimasa pandemi. Diantaranya telah 

diterapkan peraturan PSBB, himbauan menggunakan masker, 

Physical distancing dan lain sebagainya. Hingga pada masa new 

normal  pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dengan 

memberlakukan kebijakan bepergian dengan moda transportasi 

bagi masyarakat yang hendak bepergian. Aturan itu diatur dalam 

Surat Edaran Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan 

Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 

2019  (Covid-19).
2
 

Aturan lainnya ialah ditetapkan Surat Edaran (SE) No. 22 

Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam Negeri 

pada masa pandemi (Covid-19). Aturan tersebut dibuat 

bahawasannya bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan 

baik menggunakan tranportasi udara dalam Wilayah Pulau Jawa-

Bali wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid test 

                                                             
2
 Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, “ Surat Edaran 

PetunjukPelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi 

Udara (January 2022) , h.1.  
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antigen. serta surat keterangan hasil negatif  RT-PCR sebelum 

keberangkatan dan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis 

pertama). Dikarenakan hasil rapid test PCR dianggap lebih akurat 

dibanding dengan hasil rapid test antigen, maka wajib 

menyertakan
3
 

 Tujuan Dikeluarkannya kebijakan tersebut dilakuan untuk 

memantau, pmengendalikan serta mengevaluasi dalam rangka 

mencegah terjadinya penularan (Covid-19). Aturan wajib PCR 

sebagai syarat penerbangan naik pesawat menuai kontroversi. 

Sebagian masyarakat menganggap bahwa cara ini ampuh dalam 

memberantas Corona, namun banyak juga yang menggap bahwa 

hal ini dinilai diskriminatif karena memberatkan dan menyulitkan 

konsumen untuk melakukan berbagai aktivitas yang dilakukan 

diluar daerah. Karena harga pembayaran rapid test yang  

dikeluhkan mahal, keluhan-keluhan ini merata di berbagai 

wilayah. Karenya tingginya jumlah permintaan layanan, harga 

rapid menjadi tinggi. Sehingga l masyarakat harusl menanggung 

biaya l yang cukup l tinggi agar l dapat mengaksesl rapid ltest. 

                                                             
3
 Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, “Surat Edaran 

Petunjuk Pelaksanaan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara  

(january 2022), h. 5.  
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Sebagaimana yang tertuang dalam l Undang-Undangl lNo. 

36l tahun 2009 l tentang lkesehatan. Bahwasannya pemerintah l 

wajib memberikan fasilitasl pelayanan kesehatanl yang mengatur, 

merencanakan, lmenyelenggarakan, membina l dan mengawasil 

penyelenggaraan upaya l kesehatan yangl merata danl terjangkau 

olehl lmasyarakat, yangl dikhususkan padal pelayanan lpublik.  

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Perdagangan juga menerangkan bahwasannya 

Pemerintahl dan pemerintahl Daerah mengendalikanl ketersediaan 

Barangl Kebutuhan pokok l dan/ataul barang pentingl di seluruhl 

wilayah Negaral Kesatuan Republikl Indonesia dalaml jumlah 

yangl lmemadai, mutul yang lbaik, dan l harga yangl lterjangkau, hall 

itu diaturl dalam Pasall 25 ayatl (l1).
4
 

Untuk mengatur dan menstabilisasi harga pokok l dan 

barangl penting  diaturl dalam lUndang-Undangl Nomor 7l Tahun 

2014l tentang lPerdagangan. yang dirumuskan dalam pasal l 26: 
5
 

                                                             
4
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 

25 ayat (1) 
5
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 

26 ayat (1) (2) (3) 
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(1) Dalaml kondisi tertentul yang dapat l mengganggu kegiatanl 

Perdagangan lnasional, pemerintahl berkewajiban 

menjaminl pasokan danl stabilisasi harga l Barang 

kebutuhanl pokok danl barang lpenting. 

(2) Jaminanl pasokan danl stabilisasi hargal Barang kebutuhanl 

pokok danl Barang pentingl sebagaimana dimaksudl pada 

ayatl (l1) dilakukanl untuk menjagal keterjangkauan hargal 

ditingkat konsumenl dan melindungi l pendapatan 

lprodusen.  

(3) Dalaml menjamin pasokanl dan stabilisasil harga Barangl 

kebutuhan pokokl dan barangl lpenting, menteril 

menetapkan kebijakanl lharga, pengelolaanl stok danl 

llogistik, sertal pengelolaan Eksporl dan lImpor. 

 

Undang-Undang diatas menerangkan pemerintah wajib 

menjamin stabilisasi l harga barangl kebutuhan pokokl dan barangl 

lpenting, untuk l menjaga keterjangkauanl harga l bagi konsumen l 

serta melindungil pendapatan lprodusen. Dengan demikian 

menteri wajib menetapkan kebijakan  harga apalagi pada masa 

pandemi Covid-19 ini, jadi masalahnya apakah antigen dan PCR  

termasuk kedalam barang kebutuhan l pokok ldan/ataul barang 

pentingl atau tidakl lpenting.  

Namun Kenyataanya pada l masa pandemil saat lini. 

Pemerintah memberlakukan kebijakan bepergian dengan moda 

transportasi melalui sejumlah syarat dan prosedur yang harus 

dipatuhi. Aturan wajib PCR menjadi salah satu  syarat 
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penerbangan naik pesawat. Hal tersebut tertuangl dalam Suratl 

Edaran Nomorl 96 Tahunl 2021 Tentangl Petunjuk Pelaksanaanl 

Perjalanan Orangl Dalam Negeril Dengan Transportasil Udara 

Padal Masa Pandemil Corona Virusl Disease l2019. Memangl 

dalam prinsipl ekonomi sudahl jelas bahwal ketika permintaanl 

suatu barangl naik danl penawaran semakinl lbanyak, makal harga l 

pun akanl lnaik, namunl bagaimana pandanganl hukum ekonomil 

syariah terhadapl mahalnya harga pembayaran antigen dan PCR 

pada masa pandemi Covid-19 ini.  

  Dari pemaparan yang telah dijelaskan diatas dengan terjadinya 

permasalahan tersebut menurut penulis maka perlu ditinjau secara 

yuridis lUndang-Undangl Nomor 7l Tahun 2014l Tentang 

Perdagangan l dan Hukum l Islam studi mengenai l tingginya harga l 

pembayaran antigen danl PCR pada masa pandemi Covid-19. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik l untukl melakukan 

penelitianl dengan judull “Tinjauan Yuridis Undang-Undang 

Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Studi 

Tentang Mahalnya Harga Pembayaran Antigen Dan PCR Pada 

Masa Pandemi Covid-19)”. 
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B. Rumusan Masalah  

  Berdasarkanl latar belakangl permasalahan ldiatas, makal 

penulis merumuskanl beberapa permasalahanl sebagai lberikut:  

1. Bagaimanal Tinjauan yuridis lUndang-Undangl lNo. 7l Tahun 

2014l tentang perdagangan l terhadapl mahalnya harga 

pembayaran antigen dan pcr pada masa l pandemi lCovid-19? 

2. Bagaimanal pandangan hukuml islam terhadapl mahalnya harga 

pembayaran antigen dan PCR pada masa l pandemi lCovid-19? 

C. Fokus Penelitian  

  Berdasarkanl penelitianl diatas makal penulis memfokuskan 

penelitianl inil dengan “Tinjauan Yuridis Undang-Undang 

Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi 

Tentang mahalnya Harga Pembayaran Antigen dan PCR pada 

masa pandemi covid-19)”. 

D. Tujuan Penelitian  

    Berdasarkan rumusan masalahl yang telahl ada, adapun 

tujuanl yangl ingin dicapail dalam penelitianl ini ladalah:  
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1. Untukl mengetahuil tinjauan yuridis lUndang-Undangl  Nomor 

7l Tahun 2014 l tentangl perdagangan terhadap mahalnya harga 

pembayaran antigen dan pcr pada masa pandemi covid-19.  

2. Untukl mengetahui bagaimana l pandangan hukum l islaml 

terhadap mahalnya harga l Pembayaran antigen danl pcr pada 

masal  pandemi  lCovid-19. 

E. Manfaat Penelitian  

1.    Secaral lteoritis, diharapkan hasil l penelitian inil dapatl 

memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat memberikan  

pemahaman terkait tinjauan yuridis lUndang-Undangl 

perdagangan  Nomor l 7 Tahunl 2014  dan l hukum islam denganl  

mahalnya harga pembayaran Antigen dan PCR pada l masa 

pandemil lcovid-19.  

2.   Secaral lpraktis, hasil penelitianl inil dimaksudkan menjadi 

kerangka dasar praktikal dalam penerapan asas-asas 

perdagangan yang halal serta humanis dan menghindari praktik 

ilegal perdagangan.  
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F. Penelitian Terdahulu  

berdasarkanl penelusuran daril hasil-hasill yang adal terkait 

masalahl yang mengenai tinjauan yuridis  Undang-Undang 

perdagangan  Nomor 7 Tahun 2014  dan hukum islam studi 

tentang mahalnya harga pembayaran Antigen dan PCR pada 

masa pandemi Covid-19. Penulis menemukan beberapa l skripsi 

yangl dapat dijadikanl sebagai bahanl acuanl untuk dijadikan kajian 

bagi penulis, sebagai berikut:  

Tabel Penelitian Terdahulu Yang relevan 

NO NAMA/Judul Hasil Persamaan Dan 

Perbedaan 

1 Skripsi, Nur Laela 

Hidayatun.  

Tinjauan Hukum 

Ekonomi Syariah 

Terhadap Praktik 

Menaikan Tinggi 

Harga Masker Di 

Tengah Pandemi 

Ditinjau dari hukum 

islam bahwasannya 

seorang pedagang 

bebas menentukan 

harga dalam 

mengambil 

keuntungan, selama 

tidak ada kecurangan, 

Persamaan: sama-sama 

membahas menaikkan 

tinggi/mahalnya harga  

Perbedaan: peneliti 

terdahulu membahas 

tentang Masker, sedangkan 

peneliti yang sekarang 
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Covid-19 (studi 

Pasall 29 lUndang-

Undangl Nomor 7l 

Tahun 2014l 

Tentang 

lPerdagangan). IAIN 

PURWOKERTO.  

tidak terlalu tinggi 

dalam menentukan 

harga serta tidak 

mendzolimi konsumen 

danl pengusahanya, dan 

kebolehanl tersebut 

akanl menjadi dilarangl 

bahkan hukumnya l 

haram ketikal pedagangl 

menaikkan tinggil harga 

barangl yang 

didalamnya 

mengandung unsur l 

memakan hartal orang 

llain.  

membahas tentang Antigen 

dan PCR  

2 Skripsi, Siti 

Komsinah.  Faktor-

Faktor Yang 

Ada beberapa faktor 

yang menyebabkan 

kenaikan harga 

Persamaan: sama-sama 

membahas tentang harga 

Perbedaan:  dalam 
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Mempengaruhi 

Kenaikan Harga 

Sembako Ditinjau 

Dari Ekonomi 

Islam. IAIN 

METRO 

 

diantaranya adanya 

faktor produksi, 

distribusi, sumber 

pasokan, penawaran 

permintaan dan 

kebijakan pemerintah,  

kenaikan harga 

sembako di pasar 

Raman Utara 

berpengaruh pada 

tingkat penjualan dan 

pembelian barang.  

penelitian Siti Komsinah 

memaparkan tentang faktor 

yang mempengaruhi harga, 

sedangkan dalam  penelitian 

peneliti memaparkan 

tentang mahalnya harga 

pembayaran antigen dan pcr 

pada masa pandemi Covid-

19  

3 Jurnal, Faisal 

Heristiawan Jafar. 

Tinjauan Hukum 

Pemberlakuan 

Harga Rapid Test 

Antigen Dan Swab 

maksud dan tujuan 

pemberlakuan suatu 

hukum yang 

dipaparkan bahwa 

penetapan harga batas 

maksimum pada rapid 

Persamaan: sama-sama 

membahas tentang harga  

Perbedaan: penelitian 

Faisal Heristiawan Jafar 

memaparkan tentang 

pemberlakuan harga, dalam 



13 

 

Test PCR test antigen dan swab 

pcr merupakan tugas 

pemerintah yang 

dilindungi konstitusi, 

meskipun dalaml 

kegiatan penentuanl 

harga dil Indonesia 

sepenuhnyal diserahkan 

kepadal mekanisme 

permintaanl dan 

lpenawaran. Akan tetapil 

dalam keadaanl tertentu 

pemerintahl memiliki 

hakl untuk mengaturl 

harga lpasar.  

penelitian peneliti 

memaparkan tentang 

mahalnya harga.   

 

 

Berdasarkan pemaparan yangl telah diuraikan diatasl  

maka dapatl disimpulkan bahwal fokus penelitianl ini adalahl 

mengenail tingginya harga pembayaran Antigen dan PCR. 
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Dengan ini dapatl diketahui perbedaanl dengan l penelitian 

terdahulul  terdapat pada fokusl pembahasan yaitul dari segi l 

pembayaran. 

G. Kerangka Pemikiran  

Dalaml kerangka pemikiranl akan dikaitkanl dengan judull 

skripsi inil yaitu Tinjauanl Yuridis lUndang-Undangl Perdagangan 

Nomorl 7 Tahunl l2014. Di l dalam lUndang-Undangl Nomor 7l 

Tahun 2014l tentang lperdagangan, yang tertulis dalam pasal 1 

angka 1 berbunyi: Perdagangan adalah suatu kegiatan yang 

melakukan penukaran  suatu barang ataupun jasa yang berkaitan 

dengan transaksi yang bertujuan pengalihan barang dan jasa atas 

suatu hak kepemilikan agar memperoleh  imbalan dan 

kompensasi yang dilakukan di dalam negeri bahkan bisa 

melampaui batas wilayah negara. 

Dalaml pasal 1457l KUHPerdata, juall belil diartikan 

sebagai suatul perjanjianl antara dua pihakl dimana yangl satul 

setuju untukl melepaskan suatul barang danl yang lainl setuju untukl 

membayarl sejumlah yangl telahl ditentukan. Perjanjianl jual belil 

adalahl kontrak timbal balik antara l si penjuall danl si lpembeli. 
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Penjuall berkomitmen untukl melepaskan hakl kepemilikan atasl 

suatul objek, kemudian si pembeli l berjanji untukl membayar 

sejumlahl uang sebagail imbalan atasl hak lmilik.
6
 

Agama Islam merupakan suatu agama yang sempurna, 

mengatur berbagai macam persoalan dalam kehidupan manusia 

seperti hal ibadah, akidah, ahlak, dan muamalah. Dalam Islam 

yang paling penting adalah dibidang muamalah hal ini dinyatakan 

dalam hadits Nabi Saw bahwasannnya agama islam adalah 

muamalah karena merupakan bagian terbesar terhadap hidup 

manusia. Namun demikian keempat bidang dalam ajaran islam di 

atas  sama-sama dapat mencapai suatu kemaslahatan, selain 

bidang muamalah umat islam tidak diberi kebebasan dalam 

berkreasi berbeda dengan muamalah. 
7
 

Dalam ajaranl islam telahl menghalalkan aktivitasl jual belil 

ataul perdagangan. aktivitas jual beli telah dikenal ssejak dahulu 

kalah. Perdagangan l atau juall beli menurutl bahasa berartil lal-bai’, 

                                                             
6
 R. Subekti, Aneka Perjanjian,  (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995),  

h. 2. 
7
Harun,  Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University 

Press, 2017),  h. 1-2.  
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all tijarah danl lal-mubadalah, sebagaimanal Allah SWT l 

lberfirman:  

  ۙ  ي َّرْجُوْنَ تَِِارَةً لَّنْ تَ بُ وْرَ 
 

Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan 

merugi. (al-Fathir: 29). 
8
 

 
 

Menurut istilah (terminology), jual l  beli adalahl menukar 

barangl dengan barangl atau barangl dengan uangl yang dilakukan 

denganl jalan melepaskanl hak milikl dari yangl satuv kepadal yang 

lainl atas dasarl  saling lmerelakan. 
9
  Juall beli merupakanl suatu 

lakad, dan l dipandang sahl apabila telahl memenuhi rukunl dan 

syaratl jual lbeli. Menurutl mahzab lHanafi, rukunl jual belil hanya 

ijabl dan kabull lsaja. Sementaral menurutl para jumhurl lulama, 

rukunl jual belil terbagi menjadi empat l bagian lyaitu, sebagail 

lberikut:
10

 

1. Orangl yang berakadl (penjuall dan lpembeli). 

2. Sighat l (lafazl ijab danl lkabul). 

3. Ada l barang yangl ldibeli. 

                                                             
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, 

(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 437.  
9
 Ru’fah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Banten: Media Madani, 2020) 

cetakan kedua, h. 75.  
10

Ru’fah Abdullah, Fiqih Muamalah…h. 77.  
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4. Ada l nilai tukarl pengganti lbarang.  

Dalam melakukan transaksi terdapat rukun-rukun 

diantaranya akad (ijab dan kabul), dan orang yang berakad 

(penjual dan pembeli), serta ma'qud alaih (objek akad). Ijab 

kabul tersebut dilakukan secara lisan, namun apabila tidak bisa 

berbicara atau bisu boleh dengan melakukan secara lsurat-

menyurat l yang mengandungl arti ijabl dan lqabul. (QS  al-

Baqarah: 282) 

ى فاَكْتبُُ وْهُ   ۙ يٰايَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا اذَِا تَدَايَ نْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٰ اَجَلٍ مُّسَمِّ
 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya.” (QS  al-Baqarah: 282)
11

 

H. Metode Penelitian  

Metode penelitian ini merupakan suatu cara untuk 

memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu 

pengetahuan dengan metode ilmiah. Metode penelitian adalah 

cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan 

tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu 

                                                             
11

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, 

(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 83.  
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pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan 

untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. 
12

 

a.  Jenisl penelitianl  

 Ditinjaul dari lpenelitiannya, makal penelitian inil termasuk 

penelitianl pustakal (Library l lResearch). Jenisl penelitian inil 

menggunakan penelitianl kualitatifl deskriptif.  Kualitatifl 

diartikan denganl sebagai datal yang didapatl dari lrekaman, 

lpengamatan, lwawancara, ataul bahan tertulisl dan datal ini 

tidakl  berbentuk langka.
13

 Tujuannyal untuk mendapatkanl 

pemahaman danl jawaban terhadapl suatu permasalahanl yang 

akanl diteliti yaitul tinjauan yuridis lUndang-Undangl 

perdagangan Nomor l 7 Tahunl 2014 dan l hukum islaml studi l 

tentang mahalnya harga pembayaran antigen dan pcr pada 

masa pandemi Covid-19.   

b. Pendekatanl Penelitianl 

 Pendekatanl yang digunakanl penulis dalaml penelitian inil 

menggunakan pendekatanl yuridis lnormatif, yaitul pendekatan 

                                                             
12

Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum 

Normatif dan Empiris, (Depok: Prenada Media Group, 2016), h. 3    
13

Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian, ..., h. 178 
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menggunakan l ketentuan lperundang-undanganl (statute 

approach) dilakukanl dengan menelaahl semua peraturanl 

perundang-undangan l yangl berkaitan denganl isu hukuml yangl 

ditangani. Sehingga hasil l daril telaah tersebutl merupakan 

suatul argumen untuk l  memecahkan isul yang dihadapi.
14

 

Peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya ada, akan 

tetapi harus dilihat keberlakuannya. Metode pendekatan l 

normatif yangl digunakan dalaml penelitian inil  yaitul 

dilakukan dengan menelaahl aturan-aturanl hukum l positif danl 

hukuml islam.  Melalui pendekatan ini, penulisan skripsi ini 

merujuk pada peraturan-peraturan yang diatur dalam Pasal 

25, Pasal 26 dan Pasal 27  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2014 Tentang Perdagangan.  

c. Prosedurl Pengumpulan Bahan l Hukum l   

 pengumpulanl bahan hukuml dalam skripsil ini dilakukanl 

dengan studil kepustakaanl penulis menggunakan metode 

penelitian dengan melakukan penelitian terhadap berbagai 

sumber bacaan tertulis dari para sarjana seperti buku-buku, 
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Djulaika dan Devi Rahayu, Buku Metodologi Hukum, (Surabaya: 

Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 32.  
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teori tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, dan bahan-bahan 

kuliah serta peraturan-peraturan hukum perundang-undangan.  

Selain itu penulis juga mengumpulkan data-data dari skripsi-

skripsi penelitian terdahulu dengan topik yang berkaitan. 

Sedangkan untuk pencarian berita terkait dengan skripsi ini 

dilakukan melalui penelusuran website atau media online.   

d. Sumber Bahan Hukum 

 Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis 

data kualitatif, penelitian yuridis normatif yang bersifat 

kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengacu 

pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan 

berkembang di masyarakat. Sumber data yang didasarkan 

atas jenis data yang ditentukan. Sumber data yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua macam 

diantaranya sumber bahan hukum primer dan sumber bahan 

hukum sekunder yaitu sebagai berikut: 
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1. Bahan Hukum  Primer 

 Sumber data primer yang mengikat dari peraturan-

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

objek penelitian yaitu  Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 (UUD 1945), lUndang-Undangl Nomor 36l Tahun 

2009l Tentang lKesehatan, lUndang-Undangl Nomorl 7 

Tahunl 2014 tentangl perdagangan, Peraturanl Pemerintah  

Nomorl 47 Tahunl 2016 tentangl fasilitas pelayanan l 

lkesehatan, dan buku-buku yang berkaitan dengan judul.  

2. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahanl hukum lsekunder, adalah bahanl hukum 

yangl erat kaitannya dengan l bahan hukuml primer yangl 

menjelaskan lebih lanjut mengenai l bahan hukuml primerl 

berupa  lbuku-buku, ljurnal/artikel lilmiah, skripsi, lberita, 

danl juga internetl untuk melengkapil dan menjelaskanl 

bahan hukuml primer yangl digunakan l sebagai hasill 

penemuan ilmiahl yangl berhubungan dengan l 

lpembahasan. 
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e. Analisis Bahan Hukum  

D.H.M. Meuwissen memaparkan bahwa analisis 

bahan hukum merupakan sebagai l pengkajian ldeskriptif-

analitikl yang dilakukanl dengan lmemaparkan, lmenelaah, 

men sistematisasi, lmenginterpretasi, danl mengevaluasi 

hukuml lpositif. 
15

  analisis hukum yang dilakukan dalam 

penelitian lini, dimulail daril dari penulisl menguraikan 

lpermasalahan, kemudianl lmenjelaskan, membahasl dan 

memecahkanl masalah berdasarkanl bahan hukuml yang telahl 

diperolehl yang bertujuan untuk mendapatkan kesesuaian 

lkesimpulan. Kebenaranl yang diperolehl akan digunakanl 

untuk menjawabl masalah yangl ldikemukakan. Data sekunder 

yang didapat dari kepustakaan dipilih dan dihimpun secara 

sistematis, yang dijadikan acuan dalam melakukan analisis. 

Kemudian data-data dari hasil penelitian pustaka dilakukan 

dengan cara deskriptif analisis. Maka kebenaran l yang 

diperolehl akan digunakanl untuk menjawabl rumusan 

masalahl yang ldikemukakan.  
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 Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian, ..., h. 180. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Dalaml kajian penelitianl lini, sistematikal pembahasan 

secaral garis besarl penelitian skripsi terdiri l dari limal babl 

memiliki sub bab dengan sistematika penulisan yang bertujuan 

untuk memudahkan penulis membaca dan memahami isi dari 

skripsi ini, yang terdiri dari  sebagai l lberikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

yangl terdiri dari, latarl belakang lmasalah, rumusanl 

lmasalah, fokusl lpenelitian, tujuanl lpenelitian, manfaatl 

lpenelitian, penelitianl terdahulu yangl lrelevan, 

kerangkal lpemikiran, metodel lpenelitian, dan sistem 

lpembahasan. 

BAB II  TINJAUAN UMUM TENTANG ANTIGEN  

DAN PCR  

Dalaml bab  inil akan membahasl mengenai pengertian 

tes antigen, fungsi rapid test antigen, pengertian PCR, 

kelebihan dan kekurangan antigen dan PCR, test  

PCR jadi syarat perjalanan terhadap moda 

transportasi.  
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BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG  

PERDAGANGAN 

Pembahasan dalaml sub babl  ini memaparkan tentang 

Pengertian Perdagangan, dan hukum dagang, Asas 

dan Tujuan Perdagangan,  pengertian  lharga, harga 

dalam perspektif lIslam,  

BAB IV PEMBAHASAN  

Dalam babl ini  akanl menyajikan tinjauan yuridis  

Undang-Undang perdaganagan No. 7 Tahun 2014 

terhadap mahalnya harga pembayaran antigen dan 

PCR pada masa Pandemi Covid-19. Dan persepektif 

hukum Islam terhadap mahalnya harga pembayaran 

antigen dan PCR.  

BAB V PENUTUP  

Kesimpulan dan saran.  

 

 


